
SALINAIN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR   17     TAHUN2023

TENTANG

RENCANA KBRIA PEMERINTAH DAERAH
RABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang   :    a.     bahwa   dalam   rangka   konsistensi   prioritas,   sasaran   dan
program  yang  telah  ditetapkan  dalam  Perubahan  Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2019-2024, perlu menyusun Rencana Keq.a Pemerintah
Daerah  Kabupaten Tabalong Tahun 2024;

b.     Rencana  Keria  Pemerintah  Daerah  merupakan  penjabaran
dari  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menegah  Daerah  yang
memuat   rancangan   kerangka   ekonomi   Daerah,   prioritas
pembangunan  Daerah,  serta  rencana  kelja  dan  pendanaan
untuk jan8ha  wakfu  1  (satu)  tahun  yang  disusun  dengan
berpedoman  pada  Rencana  Keria  Pemerintah  dan  program
strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

C. bchwa  berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana  dimaksud
dalam  hunrf  a  dan  humf b,  perlu  menetapkan  Peraturan
Bupati tentang Rencana Keria Pemerintah Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024;

Menctngat     :     1.     Undang-Undang  Nomor  27  Tahun   1959  tentang  Penetapan
Undang-Undang   Danirat   Nomor   3   Tahun   1953   tentang
Peapanjangan Pembentulran Daerah Tingkat 11 di Kalimanfan
(I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun  1953 Nomor 9),
sebagai     Undang-Undang     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia   Tahun   1959   Nomor   72,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1820),  sebagalmana  telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah Tingkat 11
Tapin  dan  Daerah  Tin8kat  11  Tabalong  Dengan  Mengubah
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959  tentang  Penetapan
Undang-Undang   Darurat   Nomor   3   Tahun   1953   tentang
Pembentuhan  Daerah  Tingkat  11  di  Kalimantan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun  1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
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2.     Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara     (Lembaran Negara   Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor  47,  Tanbahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor   4286),   sebagajmana   telah   diubah   beberapa   kali,
terakhir   dengan   Undang-Undang   Nomor   2   Taliun   2020
tentang Penetapan Peraturan  Pemerfutah Pengganti Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan
Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untut  Penanganan
Pandemi   Corona   V(.rue  Disease  2019   (Covid-19)   dan/atau
Dalan  Rangha  M\enghadapi  Ancanan  yang  Membchayakan
Perekonomian Nasional dan/atau StabiHtas Sistem Keuangan
Menjadi     Undang-Undang     (LembaLran     Negan     Republik
Indonesia  Tchun   2020   Nomor   134,   Tanhahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3.    Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan    Pembangunan    Nasional    (LembaLran    Negara
Republik   Indonesia   Tchun   2004   Nomor   104,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.     Undang-Undang  Nomor   17  Tahun   2007   tentang  Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tchun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244 Tamhahan  Lembaran Negara Repuunk Indonesia
Nomor   5587),   sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali,
terakhir   dengan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023   Nomor   41,   Talnbahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6856) ;

6. Undang-Undang  Nomor  1  Tchun  2022  tentang  Hubungan
Kouangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
6757);

7.     Peraturan   Pemerintah    Nomor    12   Tahun   2019    tentang
Pengelolann  Keuangazi  Daemh  (Irelnbamn  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8.     Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang haporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ;

9.     Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   86   Tahun   2017
tentang Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendaliari  dan  Evaluasi
Pembangunan    Daerah,    Tata    Cara    Evaluasi    Rancangan
Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jan8ha
Panjang    Daerah    den    Rencana    Pembangunan    Jangka
Menengah   Daerah   Serta   Tata   Cara   Perubahan   Rencana
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Pembangunan       Jangka      Panjang       Daerah,       Rencana
Pembangunan Jangka Menengch Daerah dan Rencana Kelja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tchun
2017 Nomor 1213);

10.  Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   70   Tchun   2019
tentang  Sistem  lnformasi  Pemerintah  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11.   Peraturam   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   90   Tahun   2019
tentang K]asifikasi, Kodefiikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah q3erita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Noor 1447);

12.  Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   18   Tahun   2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan PemerintaLh Nomor
13      Tchun      2019      tentang      Laporan      dan      Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

13.  Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahun   2020
tentang Pedoman Telmis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14.  Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009
tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah
Kabupaten  Tabalong  Tahun  2005-2025   (Lembaran  Daerah
Kabupaten   Tabalong   Tahun   2009   Nomor   09,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 03), sebagainana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
15     Tahun     2018     tentang     Perubahan     AtaLs     Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Kabupaten  Tabalong
Taliun  2005-2025   (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong
Tahun 2018 Nomor 15);

15.  Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang   Pembentukan   dan   Susunan   Perangkat   Daerah
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong Tahun  2016  Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02),  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah
Kabupaten    Tabalong    Nomor    03    Tahun    2021    tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dacrah  (I.cnibarali Dacrah  Kabupaten Tabalong Tahun  2021
Nomor 03);

16.  Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah
Kabupaten  Tabalong  Tahun  2019-2024   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2019   Nomor  04),   sebagaimana
telah diubah  dengan Peraturan  Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor  10  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun  2019  tentang
Rencana Pembangunan .an8lra Menengah Daerah Kabupaten
Tabalong  Tahun  2019-2024  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Tabalong Tahun 202.1 Nomor 10);
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17.  Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang  Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran  Daerah
Kabupaten   Tabalong   Tahun   2022   Nomor   10,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

18.   Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  69  Tahun  2021  tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta
Tata  Kelja  Perangkat  Daerah   Kabupaten  Tabalong  (BeritaL
Daerah Kabupaten Tabalong Talii;iLn 2021 Nomor 69);

MEMUTUSEN:

Menetapkan   :    PERATURAN  BUPATI  TENTANG  RENCANA  KERIA  PEMERINTAH
DAERAII KABupATEN TABAroNG TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dinaksud dengan:
1.   Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.   Pemerintah   Pusat   yang   selanjutnya   disebut   Pemerintah   adalah   Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibanfu oleh wakil Presiden dan Menteri sebagainana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.   Pemerintah   Daerah   adalah   Kepala   Daerah   sebagal   unsur   penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

4.   Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
5.   Dewan  Perwalrilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  DPRD  adalah

lembaga   perwahilan   rakyat   daerah   yang   berkedudukan   sebagai   unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6.   Perangkat   Daerah   adalah   unsur   pembantu   Bupati   dan   DPRD   dalam
penyelenggaraan urusan pemerintalian yang menjadi kewenangan daerah.

7.   Rencana Pembangunan Jan8ka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RIUMD  adalah  dokumen  perencanaan  daerah  untck  periode  5  (]ina)  tahun
terhitung  sejak  dilantik  sampai  dengan  berakhimya  nasa  jabatan  Kepala
Daerah.

8.   Rencana  Pembangunan  Tahunan  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Rencana
Kelja  Pemerintah  Daerah yang  selanjutnya disingkat RKPD  adalch  Dokumen
Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9.   Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah yang  selanjutnya  disinBhat APBD
adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

10. Rencana Keria Perangkat Daerah yang selanjutnya disin8kat Renja Peran8lrat
Daerah adalah dokumen perencanaan Peranghat Daerah untuk periode 1 (satu)
tchun_

11. Kebijakan Umum APBD yang selanjuthya disingkat KUA adalah dokunen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementara  yang  selanjutnya  disin8kat  PPAS
adalah  rancaLngan  program  prioritas  dan  patokan  batas  maksimal  anggaran
yang diberikan kepada Peran8kat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam  penyusunan  Rencana Keria dan Anggaran  Peran8hat Daerah  sebelum
disepakati dengan DPRD.

13, Program adalah penjabaran kebijakan Peran8kat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kectatan dengan  menggunakan  sumber  daya  yang
disediakan untuk mencapal hasil yang terukur sesued dengan tugas dan fungsi.

14. Kegiatan adalah serangkalan aktivitas pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh
Perangkat Daerah   untuk   menghasilkan   keluaran   (ouqut)   dalanl ran8ha
mencapal hasil (outcome) suatu program.



-5-

Paal 2
RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah
yang berisi program dan kegiatan untuk periode satu tahun dari tanggal 1 Januari
2024  dan  berakhir pada tanggal  31  Desember 2024 yang dibiayai melalul APBD
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

(1)   RKPD  Kabupaten Tabalong Tahun  2024  merupakan  penjabaran  dari  RPUMD
Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 atau Tahun Kelima.

(2)   RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan sebagai pedoman bagi:
a.   Perumusan  penyempumaan  Rancangan  Akhir  Renja  Peran8kat  Daerah

Kabupaten Tabalong; dan
b.   Penyusunan  Rancangan    Kebijakan  Umum  APBD  Kabupaten  Tabalong

serta  Rancangan  prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementara  Kabupaten
Tabalon8.

Pasal 4

(1)    RKPD   Kabupaten   Tabalong   Tahun   2024   tertuang   dalam   Nashah   RKPD
Kabupaten Tabalong Tahun 2024.

(2)   Naskah RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) disusun dengan sistematika:
Bab I.     Pendahuluan;
Bab Il.    Gambaran umuln Kondisi Daerah;
Bab Ill.   Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerch;
Bab IV.   Sasaran dan Prioritas Pembang`man Daerah;
Bab v.    Rencana Kerja dan pendanaan Daerah; dan
Bab VI.   Kineria Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
Bab VII.  Penutup.

(3)   Naskah  RKPD  Kabupaten  Tabalong  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
tercantum  dalarn  Lampiran yang merupakan bagian  tidak  telpisahkan  dari
Perafuran Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundan8kan.

Agar setiap orang mengetaliuinya, memerintchkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempataLnnya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal  04   Jwli   .?.I`t23

BUPATI TABALONG,

Ted,
AINANG SYAKIIFIANI
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Diundangkan di Tanjung
padatanggal   c,+  fj;1i  2'J3.i

SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN TABALONG,

Ttd
HAMIDA MUNAWARAI+

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR     1 8


